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ABSTRAK 
Pendahuluan: Batu bara memainkan peran penting dalam bauran energi primer Indonesia, terutama dalam 
pembangkit listrik. Namun, penggunaannya yang signifikan mengakibatkan dampak lingkungan yang serius, 
terutama akibat metode penambangan terbuka yang merusak ekosistem dan mengurangi keanekaragaman 
hayati. Oleh karena itu, rehabilitasi lahan pascatambang menjadi penting untuk memulihkan ekosistem yang 
terganggu dan mengurangi dampak negatifnya. Metode: Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
systematic literature review (SLR). Data yang digunakan bersumber pada Badan Pusat Statistika dan outlook 
instansi terkait. Hasil: Undang-Undang Mineral dan Batu Bara menetapkan kewajiban reklamasi bagi 
perusahaan tambang, yang harus disertai dengan pembayaran dana jaminan reklamasi kepada bank 
pemerintah. Namun, masih ada tantangan dalam pelaksanaan reklamasi dan penutupan tambang, terutama di 
Kalimantan Timur, di mana pertambangan batu bara menjadi industri utama. Diperlukan manajemen 
lingkungan yang berkelanjutan dan perhatian terhadap rehabilitasi lahan pascatambang untuk memastikan 
bahwa dampak lingkungan dari industri pertambangan dapat dikelola dengan baik. Pemantauan yang cermat 
dan pembelajaran dari pengalaman negara lain, seperti Inggris dan Cina, dapat membantu pemerintah 
Indonesia dalam mengembangkan praktik terbaik dalam restorasi ekologi dan pengelolaan sumber daya alam 
yang berkelanjutan. 

 
KATA KUNCI: tambang batu bara; dampak lingkungan; rehabilitasi lahan. 

 
ABSTRACT  
Background: Coal plays a significant role in Indonesia's primary energy mix, particularly in electricity generation. 
However, its extensive use results in serious environmental impacts, primarily due to open-pit mining methods that 
damage ecosystems and reduce biodiversity. Therefore, post-mining land rehabilitation is crucial to restore 
disturbed ecosystems and mitigate their negative impacts. Method: The method used in this study is a systematic 
literature review (SLR). The data used are sourced from the Central Bureau of Statistics and the outlook of related 
agencies. Results: The Mineral and Coal Law establishes a reclamation obligation for companies. The Mineral and 
Coal Mining Law mandates reclamation obligations for mining companies, accompanied by the payment of 
reclamation security funds to government banks. However, challenges remain in implementing reclamation and 
mine closure, particularly in East Kalimantan, where coal mining is a major industry. Sustainable environmental 
management and attention to post-mining land rehabilitation are needed to ensure that the environmental impacts 
of the mining industry are effectively managed. Careful monitoring and learning from the experiences of other 
countries, such as the UK and China, can assist the Indonesian government in developing best practices in ecological 
restoration and sustainable natural resource management. 
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1. Pendahuluan  
 

Batu bara saat ini tetap menjadi komponen utama dalam bauran energi primer karena 
dianggap sebagai opsi yang paling ekonomis, terutama ketika mempertimbangkan biaya 
terendah, khususnya untuk memenuhi kebutuhan energi primer dalam pembangkit listrik 
(Afin & Kiono, 2021). Penggunaan batu bara dalam negeri terus mengalami pertumbuhan 
yang signifikan, mencapai tingkat pertumbuhan sekitar 12% per tahun. Penggunaan batu 
bara secara luas terjadi dalam berbagai sektor, termasuk sebagai sumber energi untuk 
pembangkit listrik, sektor industri semen, sektor industri baja, serta dalam industri-
industri yang memerlukan energi panas dalam proses produksinya (Putra & Maulud, 2020). 
Jumlah produksi batu bara Indonesia pada tahun 2021 sebesar 614.058.577 ton dan total 
ekspor sebesar 345.453 ton (BPS, 2021). Indonesia memainkan peran penting dalam pasar 
batu bara global. Pada tahun 2018, Indonesia menduduki peringkat ke-5 produsen batu 
bara terbesar dan eksportir batu bara terbesar ke-2 di dunia. Sebaran cadangan dan sumber 
daya batu bara di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 1, dapat dilihat Kalimantan memiliki 
sumber daya dan cadangan batu bara di Indonesia, yaitu sebesar 92 miliar ton dan 24 miliar 
ton (Sinadia, 2020).  
 

 
Gambar 1. Persebaran Cadangan dan Sumber Daya Batu Bara di Indonesia tahun 2019 

(Sinadia, 2020) 

 
Tambang batu bara di Indonesia umumnya menggunakan metode penambangan 

terbuka (open pit mining), yang secara signifikan berkontribusi terhadap kerusakan 
lingkungan (Oktorina, 2018). Kerusakan ini terlihat dari berkurangnya tutupan hutan, 
gangguan terhadap flora dan fauna, dan degradasi lapisan tanah. Oleh karena itu, semua 
perusahaan tambang diwajibkan untuk melakukan reklamasi lahan di bekas lokasi 
pertambangan (Patiung et al., 2011). Penggundulan tutupan hutan, pemindahan lapisan top 
soil, pembentukan timbunan tanah penutup (overburden dump) yang digunakan untuk 
menimbun lubang tambang, dan perubahan tata guna lahan akibat operasi penambangan 
(peningkatan mineralisasi, erosi, dan pencucian) menyebabkan penipisan keanekaragaman 
hayati global, siklus karbon, estetika visual, dan peningkatan emisi gas rumah kaca (del Mar 
Montiel-Rozas et al., 2016; Fang et al., 2020). Kandungan karbon dalam tanah di dunia 
sekitar tiga kali lipat dari karbon di vegetasi dan dua kali lipat dari atmosfer. Oleh karena 
itu, rehabilitasi tidak dapat dihindari untuk mempercepat pemulihan ekosistem 
pascatambang, stabilisasi geoteknik tempat pembuangan limbah (melalui pengembangan 
sistem perakaran yang ekstensif), menghasilkan barang dan jasa ekosistem, tutupan lahan 
yang berkelanjutan, dan memerangi pemanasan global dengan meningkatkan penyerapan 
CO2 (Bandyopadhyay & Maiti, 2022). 

2. Metode 
 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah systematic literature review (SLR). 
Data yang digunakan bersumber pada Badan Pusat Statistika dan outlook instansi terkait. 
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Literatur jurnal yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi dari tahun 2013-2023, dengan 
kata kunci coal mine, mine restoration, mine rehabilitation, mine reclamation, dan 
post mining ecosystem. Studi kasus di luar negri menggunakan kasus di negara United 
Kingdom dan Republik Rakyat Cina untuk analisis, sedangkan studi dalam negeri 
menggunakan provinsi Kalimantan Timur untuk dianalisis. 
 
 
3. Hasil dan Pembahasan 
 
3.1 Restorasi pertambangan batu bara  
 

Reklamasi merupakan tindakan pengelolaan tanah yang melibatkan upaya untuk 
memperbaiki keadaan fisik tanah (overburden) dengan tujuan mencegah terjadinya 
longsor, pembuatan waduk untuk mengatasi pencemaran air tambang yang beracun, dan 
tindakan berikutnya adalah melakukan revegetasi. Dalam esensinya, reklamasi dan 
revegetasi adalah langkah-langkah yang diambil untuk memperbaiki kondisi lahan setelah 
proses penambangan (Oktorina, 2018). Reklamasi dapat dilaksanakan dengan mengubah 
penggunaan lahan bekas tambang ke berbagai bentuk, seperti lahan fitoremediasi, 
revegetasi, reforestasi, aplikasi tanah top soil, serta pertanian tanaman pangan, melalui tiga 
tahap utama dalam proses reklamasi: pemulihan fungsi lahan, peningkatan fungsi lahan, 
dan pemeliharaan fungsi lahan (Bandyopadhyay & Maiti, 2022; de Groot et al., 2012; 
Hermawan, 2011). Terdapat dua prinsip dalam kegiatan restorasi, yaitu harus 
diintegrasikan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses penambangan dan harus 
dimulai secepat mungkin dan tidak perlu menunggu penambangan selesai sepenuhnya. 
Penerapan restorasi wajib dilakukan pada lahan yang terpengaruh oleh aktivitas 
pertambangan, baik itu di wilayah bekas tambang maupun di luar wilayah bekas tambang. 
Wilayah luar bekas tambang ini mencakup: penutupan timbunan tanah, penimbunan bahan 
baku, jaringan transportasi, fasilitas pengolahan dan pemurnian, bangunan kantor dan 
perumahan, serta pelabuhan/dermaga (Hermawan, 2011). 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu bara mengamanatkan 
bahwa setiap perusahaan yang mengelola tambang harus melaksanakan tindakan 
reklamasi. Selanjutnya, untuk memastikan bahwa perusahaan yang mengelola tambang 
bertanggung jawab dalam melaksanakan reklamasi dengan sungguh-sungguh, setiap 
perusahaan harus menyetor dana jaminan reklamasi dalam bentuk deposito ke Bank 
Pemerintah yang telah ditunjuk. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang reklamasi dan pasca tambang, yaitu pada Pasal 
29 ayat (1), yang mengamanatkan bahwa pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan 
Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) harus memberikan jaminan untuk reklamasi dan 
pasca tambang. Selain itu, ayat (2) dari Pasal tersebut menjelaskan bahwa jaminan 
reklamasi yang dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari jaminan untuk tahap eksplorasi dan 
tahap operasi produksi. Jaminan pascatambang yang diperlukan dihitung berdasarkan 
biaya yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu biaya langsung dan tidak langsung. Biaya 
langsung meliputi: (1) Pembongkaran bangunan dan fasilitas yang sudah tidak digunakan; 
(2) Proses reklamasi area bekas tambang, fasilitas pengolahan, fasilitas pendukung; (3) 
Penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah B3; (4) Pemeliharaan dan 
perawatan; (5) Pemantauan; dan (6) Aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Sedangkan biaya 
tidak langsung meliputi: (1) Biaya untuk mobilisasi dan demobilisasi; (2) Perencanaan 
kegiatan; (3) Administrasi dan keuntungan yang diperoleh oleh kontraktor pelaksana 
penutupan tambang dari pihak ketiga; dan (4) Supervisi. 

Jaminan ini disetor setiap tahun dalam bentuk deposito berjangka di bank pemerintah, 
dan deposito tersebut tetap berlaku hingga seluruh kegiatan pascatambang dianggap 
selesai oleh gubernur. Pencairan deposito beserta bunganya hanya dilakukan setelah 
penyelesaian kegiatan pascatambang sesuai dengan tahapan yang telah disetujui dalam 
rencana pascatambang yang disetujui dan diterima oleh gubernur. Walaupun perusahaan 
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menempatkan jaminan pasca tambang, perusahaan tetap bertanggung jawab untuk 
melaksanakan kegiatan pascatambang. Jika perusahaan menghadapi kekurangan dana 
untuk perencanaan reklamasi, penempatan jaminan reklamasi, pelaksanaan reklamasi, 
pelepasan, atau pencairan jaminan reklamasi untuk menyelesaikan kegiatan pascatambang 
sesuai dengan jaminan yang telah ditetapkan, maka perusahaan masih harus menanggung 
biayanya sendiri. Reklamasi harus diterapkan pada lahan yang terganggu akibat 
pertambangan, baik itu di bekas tambang maupun di lahan di luar bekas tambang yang tidak 
lagi digunakan. Lahan di luar bekas tambang mencakup: (1) Timbunan top soil; (2) 
Timbunan bahan baku/produksi; (3) Jalan transportasi; (4) Pabrik/instalasi 
pengolahan/pemurnian; (5) Kantor dan perumahan; dan (6) Pelabuhan/dermaga. 

Pelaksanaan reklamasi harus dimulai paling lambat satu bulan setelah kegiatan usaha 
pertambangan di lahan tersebut berakhir. Setiap tahun, laporan pelaksanaan reklamasi 
harus disampaikan kepada gubernur (Oktorina, 2018). 

 
3.1.1 Sustainable development based environmental management (manajemen lingkungan 

berbasis pembangunan berkelanjutan) 
 
Beberapa dekade terakhir, fokus penelitian global telah bergeser dari mengevaluasi 

keberhasilan reklamasi di ekosistem pascatambang yang telah dihijaukan menjadi 
menyediakan layanan ekosistem untuk lingkungan yang bersih dan berkelanjutan dengan 
mempercepat potensi penyeimbangan CO2 dan mendapatkan kembali dinamika karbon 
dalam siklus C antara vegetasi, tanah, dan atmosfer. Manajemen lingkungan berbasis 
pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan fitomanajemen (revegetasi atau 
aforestasi) yang efektif dan sukses untuk restorasi ekosistem pascarambang, untuk 
mencapai tujuan Paris agreement dan tujuan SDG ke-13, bergantung pada ketersediaan 
substrat tumbuh yang sesuai untuk pembentukan vegetasi yang akan bertindak sebagai 
"tempat lahirnya alam" di lahan tambang reklamasi (Bandyopadhyay & Maiti, 2022). 
Industri ini mewujudkan beberapa dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), 
seperti meningkatkan lapangan kerja SDG ke-8, berkontribusi terhadap pengentasan 
kemiskinan SDG ke-1 dan pengurangan kelaparan SDG ke-2 dengan menyediakan lapangan 
kerja. Permasalahan terbesar adalah implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
nomor 13 dalam memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Penyebab utama kondisi ini 
adalah emisi metana dan kurangnya pemanfaatan ekonomi. Proses modernisasi 
berdasarkan model kerjasama antara pemerintah, perusahaan sains dan pertambangan, 
Open Innovation, serta prinsip ekonomi berkelanjutan, menciptakan peluang untuk 
membangun industri pertambangan modern yang kompetitif. Penting untuk bekerja sama 
dengan semua pemangku kepentingan yang, berkat potensi mereka, tidak hanya mampu 
memastikan pengembangan inovatif namun juga mempertahankan standar tinggi dalam 
kebijakan iklim dan social (Brodny & Tutak, 2022). 

Aplikasi top soil (baik dengan cara penimbunan maupun bersamaan) sebagai bahan 
penutup lereng timbunan overburden yang belum direklamasi dengan kedalaman 40-60 cm 
diakui secara luas sebagai salah satu langkah penting untuk memastikan pembentukan 
vegetasi (Tripathi et al., 2016). Fokus penelitian mengenai potensi penyerapan karbon pada 
ekosistem reklamasi berpusat pada peningkatan kemampuan alamiahnya untuk 
meningkatkan laju masukan bahan organik tanah dengan daya bertahan yang lama 
sehingga lahan bekas tambang yang terbengkalai dapat mengakumulasi karbon melalui 
pengembangan horizon tanah untuk mengimbangi emisi bahan bakar fosil. Oleh karena itu, 
pembentukan pool karbon di lokasi tambang batu bara yang direklamasi, baik dalam 
biomassa pohon hidup (biomassa di atas dan bawah tanah) maupun di dalam tanah, dengan 
daya bertahan yang lebih lama, membuat konversi ekosistem pascatambang menjadi 
ekosistem hutan dengan penyerap CO2 yang lebih besar (Maiti, 2013). 

 
3.1.2 Ecosystem goods and services based environmental management (manajemen 

lingkungan berbasis barang dan jasa ekosistem) 
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Ekosistem hutan memiliki potensi untuk menyediakan berbagai fungsi ekologi, barang 

dan jasa ekosistem, keuntungan sosial dan lingkungan seperti penyerapan karbon, 
pengaturan iklim, pemurnian air, produksi biomassa, siklus hara, penyediaan habitat, 
manfaat budaya dan estetika yang saat ini mengalami tekanan yang kuat akibat kegiatan 
pertambangan, ledakan infrastruktur lainnya, dan ekspansi pertanian (Carrasco et al., 
2014). Oleh karena itu, evaluasi nilai ekonomi barang dan jasa ekosistem akibat deforestasi 
wajib dilakukan untuk mendukung kebijakan pengambilan keputusan tata guna dan 
tutupan lahan yang tepat untuk restorasi lahan terdegradasi tambang batu bara yang dapat 
memahami pertukaran antara penyediaan jasa ekosistem, konservasi keanekaragaman 
hayati, penyerapan karbon, dan restorasi tambang. Sehingga, pendekatan revegetasi pada 
lokasi terdegradasi tambang batu bara akan menyediakan berbagai barang dan jasa 
ekosistem, tergantung pada kondisi sosial-ekonomi spesifik lokasi, dan karakteristik 
biofisik-kimia (de Groot et al., 2012). 

 
3.1.3 Economic valuation of egs for sustainable development (nilai ekonomi dari barang dan 

jasa ekosistem untuk pembangunan berkelanjutan) 
 
Barang dan jasa ekosistem merupakan kontributor yang signifikan terhadap 

kesejahteraan manusia yang berkelanjutan. Karena perubahan penggunaan lahan 
antropogenik yang masif, nilai global barang dan jasa ekosistem telah berkurang sekitar 
USD 20 triliun/tahun antara tahun 1997 dan 2011 (Kubiszewski et al., 2017). Pemeliharaan 
dan penguatan berbagai jasa ekosistem dari ekosistem yang dihijaukan di lokasi tambang 
batu bara yang direklamasi atau hutan yang ditanami, membutuhkan para peneliti dan 
pembuat kebijakan yang harus mahir dalam penilaian kualitatif dan kuantitatif yang 
menyeluruh, penilaian moneter, dan dokumentasi jasa ekosistem. Penilaian ekonomi jasa 
ekosistem merupakan alat penting yang tidak hanya mendorong kesadaran dan 
menjelaskan pentingnya keanekaragaman hayati bagi pembuat kebijakan dan pemangku 
kepentingan perusahaan, tetapi juga memungkinkan pemanfaatan dana yang terbatas 
secara lebih efisien dengan cara mengenali restorasi secara ekonomi paling signifikan 
(Baral et al., 2016). 

Terdapat beberapa ambiguitas tambahan dalam penilaian ekonomi jasa ekosistem 
karena perubahan tata guna dan tutupan lahan antropogenik yang terus menerus, 
eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, dan perubahan iklim yang terjadi pada skala 
lokal hingga global. Namun, sulit untuk mengukur secara tepat nilai ekonomi biofisik barang 
dan jasa ekosistem karena adanya under/overestimasi dan penghitungan ganda pada 
banyak jasa ekosistem tidak langsung. Baru-baru ini, beberapa metode telah 
diimplementasikan untuk memperkirakan secara kasar "total economic value (TEV)" dan 
"net present value (NPV)" dari barang dan jasa ekosistem termasuk pendekatan "harga 
pasar" dan "transfer manfaat" (Sannigrahi et al., 2019). Metode penilaian adalah sebagai 
berikut: penetapan harga hedonis, penilaian kontinjensi, pendekatan produksi, analisis 
konjoin, dan pemodelan biofisik spasial (de Groot et al., 2012). 
 
3.1.4 Sustainable mining (pertambangan berkelanjutan) 
 

Pertambangan berkelanjutan, sebagai sebuah konsep multi-dimensi, disertai dengan 
pendekatan konsolidatif yang memadukan pembangunan kelembagaan dan sosial-ekonomi 
dengan perbaikan lingkungan. Namun, untuk mengimplementasikan konsep strategis 
tersebut, perlu dibangun kerangka kerja pembangunan berkelanjutan yang terintegrasi dan 
holistik serta rekomendasi aksi. Sejak dimulainya pembangunan berkelanjutan, banyak 
organisasi internasional seperti International Council on Mining and Minerals (ICMM), World 
Economic Forum (WEF), dan United Nations Development Programme (UNDP) telah 
berupaya untuk menggambarkan konsep tersebut dalam konteks industri pertambangan 
untuk menyajikan kerangka kerja yang diakui secara luas untuk tindakan disipliner 
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(Bandyopadhyay & Maiti, 2022). Batu bara memasok bahan-bahan penting untuk 
pembangunan sosial. Namun dalam banyak kasus, perencanaan pemisahan penambangan 
batu bara bawah tanah (UCM) dan reklamasi tambang (MR) dan “penambangan dulu, 
reklamasi kemudian” menyebabkan akumulasi degradasi lahan. Oleh karena itu, 
perencanaan terpadu UCM dan MR perlu segera dikaji (G. Li et al., 2022) 

Sektor pertambangan telah mengadopsi berbagai kebijakan yang dilegitimasi untuk 
memfungsikan transisi retorika menuju "pertambangan berkelanjutan". Program corporate 
social responsibilities (CSR) berada di garis depan pendekatan berkelanjutan ini. Dasar 
pemikiran untuk penerimaan CSR sebagai pedoman untuk mencapai pembangunan 
berkelanjutan. Dengan semakin pentingnya perubahan iklim global dalam skenario SDG, 
sektor pertambangan secara bertahap mulai terlibat dalam isu ini (Gilberthorpe & Banks, 
2012). Terdapat beberapa contoh skema pembayaran jasa ekosistem berbasis karbon, 
termasuk pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi (REDD+), mekanisme 
pembangunan bersih, dan pasar karbon sukarela. Warisan berbasis hutan, yang potensinya 
belum mendapat perhatian yang memadai, dapat menjadi penghubung langsung antara 
operasi pertambangan dan pasar karbon. Di bawah skema tersebut, lahan bekas tambang 
dapat dipulihkan menjadi ekosistem hutan dan kemudian dikembalikan kepada masyarakat 
setempat sehingga manfaatnya dapat diperoleh melalui pembayaran untuk penyerapan 
karbon (Hirons et al., 2014). 

Inisiatif-inisiatif ini secara teoritis dapat mengintensifkan agenda CSR dengan 
berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim dan pembangunan lokal. Namun demikian, 
belum ada pertimbangan eksplisit mengenai kemungkinan skema pembayaran jasa 
ekosistem berbasis karbon dalam konteks pembangunan di lokasi bekas tambang. Para 
penambang dapat membantu dengan merencanakan investasi, mengidentifikasi bahaya, 
merancang kemungkinan, dan menyebarluaskan laporan yang transparan untuk 
memitigasi dampak perubahan iklim, khususnya dengan memantau lahan tambang dari 
berbagai kondisi iklim mikro yang berbeda sehingga para pengambil keputusan dapat 
mengambil langkah-langkah yang diperlukan (Bandyopadhyay & Maiti, 2022). 

 
3.1.5 Fitoremediasi 

 
Saat ini, solusi berbasis alam sebagai strategi pembersihan yang efisien sumber daya 

dan meningkatkan ketahanan remediasi terhadap perubahan lingkungan global merupakan 
tren yang sedang berkembang (O’Connor et al., 2019). Dibandingkan dengan metode 
konvensional, pendekatan berbasis alam untuk remediasi, seperti fitoremediasi, 
menawarkan beberapa manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi. Restorasi dengan bantuan 
tanaman (fitoremediasi) pada ekosistem pasca tambang yang ditinggalkan merupakan 
pilihan yang efektif untuk mencegah erosi tanah, memperbaiki senyawa beracun (seperti 
logam berat), dan memulihkan kesuburan tanah dan struktur vegetasi (Ahirwal & Pandey, 
2021). Pendekatan fitoremediasi tidak hanya harus mempertimbangkan akumulasi 
senyawa beracun tetapi juga sering kali digabungkan dengan pelemahan alami untuk 
mencapai lintasan pemulihan dalam kondisi iklim asli. Oleh karena itu, spesies tanaman asli 
sering dipilih untuk mendapatkan pertumbuhan yang paling efisien dan juga sifat 
akumulasi logam karena kemampuan beradaptasi mereka terhadap kondisi dan kadang-
kadang diperlukan oleh badan pengatur lokal karena kekhawatiran atas spesies invasif 
(Maiti, 2013). 

Bioremediasi dengan bantuan tanaman atau rizoremediasi mengacu pada interaksi 
antara rizosfer dan mikroba tanah yang menghasilkan transformasi polutan menjadi 
senyawa yang tidak terlalu berbahaya. Keanekaragaman mikroba rizosfer dirangsang oleh 
akar tanaman melalui substrat (glukosa, fruktosa), aerasi tanah, sekresi eksozyme, dan 
serapan hara dan mineral melalui eksudasi akar. Dengan memfiksasi nitrogen, 
memobilisasi dan melarutkan fosfor (nutrisi), menghasilkan senyawa pengatur 
pertumbuhan, mengurangi hormon stres, dan melindungi tanaman dari organisme patogen, 
mikroba ini mendorong pertumbuhan tanaman (Bandyopadhyay & Maiti, 2022). 
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3.2 Kajian kondisi restorasi ekosistem pertambangan batu bara 
 
3.2.1 Kondisi restorasi ekosistem pertambangan batu bara di Indonesia 
 

Istilah tanah tambang secara umum mengacu pada bahan-bahan sisa tambang, baik 
tercampur atau tidak dengan bahan tanah yang tersebar di permukaan tanah yang telah 
direklamasi untuk berfungsi sebagai substrat tanaman dan mendukung pertumbuhan 
tanaman. Di Indonesia, berdasarkan peraturan pemerintah SNI 6621:2016, bahan tanah 
yang dapat digunakan sebagai media tanam pada permukaan reklamasi sebaiknya terdiri 
dari bahan yang berasal dari horizon A dan B, dan jika sifat-sifatnya sesuai, dari horizon C. 
(Iskandar et al., 2022). Indonesia merupakan negara produsen batu bara terbesar ke lima 
di dunia dengan jumlah produksi batu bara pada tahun 2021 sebesar 614.058.577 ton dan 
total ekspor sebesar 345.453 ton (BPS, 2021). Indonesia memainkan peran penting dalam 
pasar batu bara global. Pada tahun 2018, Indonesia menduduki peringkat ke-5 produsen 
batu bara terbesar dan eksportir batu bara terbesar ke-2 di dunia. Namun, hanya 21% dari 
volume produksi yang dimanfaatkan untuk pasar dalam negeri. Kedepannya, produksi batu 
bara Indonesia diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya 
kebutuhan batu bara untuk pembangkit listrik (Baskoro et al., 2021). Indonesia merupakan 
negara kepulauan yang memiliki sumber daya alam melimpah seperti mineral, minyak bumi 
dan gas alam, logam, dan batu bara. Di antara sumber daya alam tersebut, batu bara menjadi 
komoditas yang paling digemari di Indonesia. Produksi batu bara Indonesia semakin 
meningkat setiap tahunnya. Indonesia merupakan pengguna batu bara terbesar ketiga di 
dunia setelah Amerika Serikat dan Cina (Kurniawan et al., 2022).  

Produksi batu bara di Indonesia akan terus meningkat di masa depan. Skenario 
Environmentally Oriented akan menjadi alternatif terbaik untuk kebijakan energi masa 
depan di Indonesia karena kemampuannya memenuhi target pertumbuhan ekonomi dan 
target intensitas rendah karbon. Lebih lanjut, skenario Environmentally Oriented juga 
mampu mencapai target pemerintah dalam bauran energi primer pada tahun 2030 dengan 
komposisi batu bara sebesar 33,5%, minyak bumi sebesar 19,4%, gas sebesar 7,8%, dan 
energi terbarukan sebesar 39,3% (Baskoro et al., 2021). Indonesia mempunyai 
pertumbuhan produksi batu bara sebesar 18,94% pada tahun 2018 dan merupakan yang 
tertinggi dibandingkan negara lain. Selanjutnya, tingkat pertumbuhan tahunan produksi 
batu bara Indonesia dalam 10 tahun terakhir adalah sekitar 7,83% per tahun, yang 
merupakan negara ke-3 dengan pertumbuhan produksi batu bara paling signifikan di dunia 
setelah Mongolia dan Uzbekistan. Pada tahun 2018, Indonesia memproduksi sekitar 548,6 
juta ton batu bara, dimana hanya 114,55 juta ton yang digunakan untuk pemanfaatan dalam 
negeri (Baskoro et al., 2021). Estimasi produksi dan ekspor batu bara di Indonesia hingga 
tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 2. Dapat dilihat terjadi kenaikan yang cukup tinggi 
pada tahun 2021 dibandingkan tahun lainnya, namun estimasi besaran ekspor batu bara 
bernilai stagnan sejak tahun 2021 (Sinadia, 2020). 
 

 
Gambar 2. Estimasi produksi dan ekspor batu bara di Indonesia hingga tahun 2024 

(Sinadia, 2020) 



Fauzia & Makarim (2024)    59 
 

 
PACC. 2024, VOLUME 1, ISSUE 1                                                                                            https://journal-iasssf.com/index.php/PACC 

Penebangan kayu yang eksploitatif, kebakaran hutan, penambangan terbuka, dan 
konversi hutan menjadi lahan pertanian seperti perkebunan kelapa sawit dan karet, 
merupakan penyebab utama deforestasi di negara-negara tropis. Di Indonesia, 
penambangan terbuka dilakukan untuk batu bara, nikel, timah, dan bauksit karena bahan 
bakunya disimpan di lapisan permukaan hutan alam. Proses penambangan terbuka terdiri 
dari penebangan pohon, pengupasan tanah lapisan atas, pemindahan lapisan penutup, dan 
eksploitasi mineral (Ghose & Majee, 2000). Penambangan terbuka merupakan faktor utama 
yang berkontribusi terhadap deforestasi di Indonesia (Resosudarmo et al., 2009). Selain 
penggundulan hutan, penambangan terbuka juga mengakibatkan pembuangan limbah, 
seperti batu tambang atau batuan sisa batu bara termasuk butiran halus yang dihasilkan 
selama proses penambangan (Bian et al., 2009), tailing tambang (Dowarah et al., 2009), 
erosi tanah, dan penurunan kesuburan tanah (Ghose & Majee, 2000). 

Perusahaan pertambangan mempunyai tanggung jawab untuk melakukan reboisasi di 
wilayah setelah penambangan, namun sebagian besar perusahaan gagal dalam melakukan 
reboisasi. Hutan alam yang terdegradasi di Indonesia memerlukan reboisasi segera, 
komprehensif, dan sistematis. Restorasi lahan pertambangan terbuka memerlukan waktu 
beberapa ratus tahun dan terdiri dari tahap awal, tengah, dan klimaks (Burger & Zipper, 
2018). Lahan tambang pasca terbuka merupakan habitat yang tidak subur secara fisik, 
kimia, dan biologis sehingga menghambat perkembangan vegetasi (Sheoran et al., 2010). 
Pemanfaatan mikroorganisme tanah yang bermanfaat telah diusulkan sebagai pendekatan 
yang memungkinkan untuk restorasi lahan tambang pasca terbuka (Juwarkar & 
Jambhulkar, 2008; Taheri & Bever, 2010). 

Inokulasi jamur Arbuscular mycorrhizal telah dilaporkan meningkatkan pertumbuhan 
dan serapan hara spesies pohon tropis di ruang pertumbuhan dan pembibit (Tawaraya & 
Turjaman, 2014). Jamur Arbuscular mycorrhizal terpilih yang dikumpulkan dari kawasan 
terdegradasi yang berasosiasi dengan spesies tanaman asli terpilih dapat membantu 
kelangsungan hidup dan pertumbuhan tanaman di tanah terdegradasi dan tidak subur di 
kawasan tambang batu bara pasca-opencast. Hasilnya menunjukkan bahwa inokulasi jamur 
Arbuscular mycorrhizal mempunyai dampak yang kuat dalam memulai revegetasi yang 
dimulai hanya tujuh bulan setelah transplantasi di bawah lingkungan yang keras di lahan 
tambang batu bara pasca-opencast. Metode ini dapat diadopsi untuk produksi hutan lestari 
dan kelestarian ekosistem pasca penambangan batu bara di indonesia (Wulandari et al., 
2016). 

 
3.2.1.2 Kondisi restorasi ekosistem pertambangan batu bara di Kalimantan Timur 

 
Pada bagian ini dijabarkan kontestasi mengenai makna, aturan dan praktik reklamasi 

dan penutupan tambang batu bara dalam konteks Kalimantan Timur, provinsi penghasil 
batu bara terbesar di Indonesia. Seiring dengan semakin intensifnya penambangan di 
provinsi tersebut, dan berkurangnya penambangan batu bara, konsesi-konsesi tersebut 
hanya menyisakan lubang-lubang tambang besar yang tidak diisi ulang dan ditinggalkan 
tanpa penutupan – banyak di antaranya berada di sekitar pemukiman manusia 
(Toumbourou et al., 2020). Kalimantan Timur merupakan penyumbang terbesar produksi 
batu bara Indonesia. Terlebih lagi, aktivitas pertambangan batu bara selama ini menjadi 
industri terbesar di Kalimantan Timur yang menopang perekonomian dan menyumbang 
Produk Domestik Regional Bruto yang tinggi. Oleh karena itu, Kalimantan Timur dipilih 
sebagai wilayah fokus studi kami (Kurniawan et al., 2022). Kalimantan Timur merupakan 
penyumbang terbesar produksi batu bara Indonesia. Terlebih lagi, aktivitas pertambangan 
batu bara selama ini menjadi industri terbesar di Kalimantan Timur yang menopang 
perekonomian dan menyumbang Produk Domestik Regional Bruto yang tinggi. Oleh karena 
itu, Kalimantan Timur dipilih sebagai wilayah fokus studi kami (Kurniawan et al., 2022). 

Di Kalimantan Timur, penambangan batu bara terbuka atau terbuka merupakan 
bentuk penggunaan lahan industri yang dominan. Provinsi ini merupakan rumah bagi 
sebagian besar cadangan batu bara di Indonesia, dan dalam rencana zonasi lahan tata ruang 
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saat ini, 5,2 juta hektar wilayah provinsi tersebut telah dialokasikan untuk pertambangan, 
terutama batu bara. Setelah kampanye panjang yang dipimpin oleh beragam kelompok 
pelaku gerakan sosial, dengan memanfaatkan berbagai strategi advokasi dan litigasi, DPRD 
Kalimantan Timur mengadopsi peraturan provinsi pada tahun 2013, yang memperkuat 
peraturan tingkat tinggi yang mewajibkan perusahaan pertambangan batu bara untuk 
melakukan reklamasi dan pembersihan pascatambang. ke atas. Peraturan tersebut 
merupakan kali pertama para aktivis memberikan pengaruh langsung terhadap kebijakan 
pengaturan pertambangan di tingkat daerah di Indonesia. Namun hasil dari kebijakan ini 
saja belum cukup untuk mendorong perubahan: diperkirakan terdapat 1.735 lubang 
tambang batu bara yang belum terisi kembali di Kalimantan Timur, dan jumlah korban jiwa 
akibat kematian di lubang tambang terus bertambah. Remediasi lokasi tambang jarang 
dilakukan untuk mengembalikan lahan ke kondisi sebelum penambangan (Toumbourou et 
al., 2020). Perubahan penggunaan lahan dan tutupan lahan dalam skala besar dapat 
berdampak besar terhadap ekosistem alam, seperti hilangnya keanekaragaman hayati dan 
karbon. Para peneliti menemukan bahwa dalam skenario pengembangan terbatas, proyeksi 
penurunan biomassa di atas permukaan tanah pada tahun 2030 tidak signifikan, kekayaan 
spesies tanaman diproyeksikan menurun secara signifikan sebesar ∼3%, dan petak-petak 
hutan dengan kanopi tertutup yang sebagian besar berukuran 100–1000 hektar 
diproyeksikan menjadi terfragmentasi. Dampak zonasi tidak signifikan pada skenario ini. 
Perbedaan antara skenario pembangunan terbatas dan tidak terbatas sangatlah signifikan, 
dan dampak yang diproyeksikan dalam skenario pembangunan tidak terbatas jauh lebih 
tinggi: biomassa di atas permukaan tanah diproyeksikan menurun 4–30%, kekayaan 
spesies tanaman 10–40%, dan hutan dengan kanopi tertutup diperkirakan menurun. 
diproyeksikan akan benar-benar kehilangan distribusi ukuran patch pada umumnya. 
Dampak zonasi pada skenario ini adalah positif dan signifikan. Hasil-hasil ini menunjukkan 
bahwa cara yang paling berkelanjutan untuk Kalimantan Timur, berdasarkan indikator-
indikator kami, adalah dengan membatasi pengembangan lahan, terutama budidaya 
tanaman komersial skala besar. Jika pengembangan lahan tidak dapat dibatasi, penerapan 
zona pengembangan terbatas disarankan. Kebaruan metodologis dari pendekatan kami 
adalah kami menyebarkan ketidakpastian dari model perubahan penggunaan lahan ke 
penilaian dampak dan menguji signifikansi perbedaan antara skenario masa depan, dengan 
kata lain kami menguji apakah instrumen kebijakan potensial mempunyai dampak 
signifikan (positif) terhadap perubahan penggunaan lahan. mempelajari indikator-
indikator tersebut dan mungkin layak untuk diterapkan (Verstegen et al., 2019). 

Dengan menggunakan visualisasi indeks kerentanan lingkungan pada peta sebaran 
spasial, peneliti menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kalimantan Timur memiliki 
kondisi yang dapat diterima dengan tingkat kerentanan indeks kerentanan lingkungan yang 
sangat rendah. Sebaliknya, di wilayah sekitar pertambangan batu bara serta perkotaan dan 
pesisir, tingkat indeks kerentanan lingkungan tergolong tinggi atau sangat tinggi. Daerah 
dengan kerentanan lingkungan yang tinggi dan sangat tinggi tersebut patut mendapat 
perhatian dan memerlukan kebijakan lebih lanjut yang dapat ditindaklanjuti. Pemerintah, 
masyarakat, dan perusahaan pertambangan besar diharapkan memberikan perhatian yang 
cermat terhadap keadaan darurat lingkungan ini karena tingkat kerentanan tahunan 
cenderung meningkat dan perubahan antar kategori bersifat fluktuatif. Selain itu, bagi 
kawasan pascatambang, perlu dilakukan rehabilitasi lingkungan ekologisnya dengan 
prosedur yang benar, karena dapat merugikan dan memberikan dampak negatif terhadap 
kawasan pemukiman di sekitarnya. Dengan upaya mitigasi yang tepat dari pemerintah serta 
dukungan masyarakat dan perusahaan pertambangan, diharapkan kerentanan lingkungan 
ekologis dapat dikurangi (Kurniawan et al., 2022). 
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3.2.2 Kondisi restorasi ekosistem pertambangan batu bara di negara lain 
 

3.2.2.1 Restorasi pertambangan batu bara di United Kingdom 
 
Di United Kingdom, batu bara melimpah di Inggris, Skotlandia dan Wales. Inggris 

memiliki cadangan batu bara terbesar karena kondisi geologinya yang unik, oleh karena itu 
Inggris merupakan wilayah industri yang paling cepat berkembang di United Kingdom, 
terutama sejak revolusi industri. Beberapa kota besar seperti London, Manchester, dan 
Birmingham telah mengembangkan ekonomi industrinya dengan cepat dengan sumber 
daya batu bara yang melimpah (Wu, 2019). Kawasan tengah Inggris kaya akan sumber daya 
batu bara, dengan lokasi geografis yang unggul, cadangan sumber daya yang melimpah, dan 
sumber daya air, yang secara bersama-sama membuat kawasan ini berkembang pesat 
menjadi basis industri berat yang penting di Inggris selama Revolusi Industri (Lin & Zhu, 
2017). Berbagai wilayah di Inggris, Skotlandia, dan Wales memiliki cadangan sumber daya 
batu bara yang berbeda, di antaranya Inggris memiliki cadangan batu bara terkaya, yang 
juga telah menyebabkan kebangkitan dan perkembangan kota-kota besar industri seperti 
London dan Manchester. Batu bara, sebagai bahan bakar utama pengembangan industri 
Inggris, juga telah membawa dunia ke era ekonomi energi baru. Namun, eksploitasi batu 
bara yang berlebihan berdampak negatif terhadap sumber daya air. Hal ini dapat 
mengurangi jumlah air bawah tanah, merusak sistem siklus air dan mempengaruhi 
ketinggian air (Wu, 2019). 

Meskipun pemerintah Inggris telah berjanji untuk menghentikan penggunaan listrik 
tenaga batu bara pada tahun 2025 dan tambang bawah tanah terakhir di Inggris ditutup di 
Kellingley, North Yorkshire, pada tahun 2015, penambangan terbuka masih terus berlanjut 
di beberapa wilayah di Inggris dan Wales, dan rencana perluasan tambang terbukti masih 
diperdebatkan. Batu bara tetap menjadi penanda penting bagi budaya, wilayah, dan sejarah; 
batu bara lah yang melahirkan gerakan buruh dan menopang serikat pekerja (Brown & 
Spiegel, 2017). Produksi batu bara di berbagai wilayah di Inggris telah meningkat dari tahun 
ke tahun dalam periode yang berbeda. Eksploitasi sumber daya batu bara yang efektif telah 
memainkan peran penting dalam meletusnya revolusi industri, dan juga menambah 
dorongan besar bagi perkembangan ekonomi di area-area ini. Batu bara, sebagai bahan 
bakar utama pengembangan industri Inggris, juga telah membawa dunia ke era ekonomi 
energi baru. Namun, eksploitasi batu bara yang berlebihan berdampak negatif terhadap 
sumber daya air. Hal ini dapat mengurangi jumlah air bawah tanah, merusak sistem siklus 
air dan mempengaruhi ketinggian air (Wu, 2019). Otoritas batu bara UK telah 
mengembangkan metode yang berkelanjutan untuk mengolah sebagian besar limbah 
tambang batu bara, tetapi masih ada peluang untuk membuat metode ini menjadi lebih 
efisien. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengembangkan metode dalam upaya 
pemulihan lahan bekas tambang batu bara yang lebih berkelanjutan di beberapa institusi di 
United Kingdom. Banyak substrat dan teknik yang telah diujicobakan termasuk alginat 
rumput laut, pupuk kandang, kompos, saluran pembuangan batu kapur yang bersifat 
anoksik, sistem RAPS (Reducing and Alkalinity Producing System), konversi oker drainase 
tambang batu bara, dan lahan basah buatan (Johnston et al., 2008). 

 
3.2.2.2 Restorasi pertambangan batu bara di Republik Rakyat Cina  

 
Batu bara merupakan sumber energi utama di Cina, dan posisi mendominasinya tidak 

akan berubah dalam dalam jangka pendek. Penambangan terbuka adalah metode 
penambangan batu bara yang umum di Cina. Sebagian besar tambang batu bara terbuka di 
Cina terkonsentrasi di wilayah utara yang gersang dan semi-gersang. Kondisi latar belakang 
lingkungan ekologi di daerah-daerah ini sebagian besar buruk, dan erosi tanah yang serius 
di sana akan menyebabkan serangkaian bencana sekunder, yang akan membawa banyak 
dampak buruk terhadap keselamatan orang dan properti di daerah pertambangan. Namun, 
tantangan restorasi ekologi yang dihadapi tambang batu bara terbuka di wilayah 
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pegunungan di Cina utara bahkan lebih parah, dan efek restorasi ekologi dari tambang-
tambang di daerah ini akan secara langsung mempengaruhi keamanan ekologi Cina (Yuan 
et al., 2022). 

Cina bagian Timur adalah wilayah yang berkembang dengan baik secara ekonomi, 
dengan tambang batu bara industri skala besar yang paling awal berada. Setelah lebih dari 
50 tahun menambang batu bara, wilayah ini berada di ambang kehabisan sumber daya. Oleh 
karena itu, di Cina Timur, sejumlah besar tambang batu bara telah atau akan ditutup 
sehingga mengakibatkan lebih banyak lahan tambang terbengkalai. Bahaya pertambangan 
ini dapat menyebabkan polusi udara, air asam, degradasi tanah, penurunan 
keanekaragaman hayati, dan perusakan lanskap (Shao et al., 2023). Penambangan terbuka 
secara langsung merusak lapisan permukaan tanah dan vegetasi, penambangan bawah 
tanah menyebabkan runtuhnya formasi tanah, dan timbunan limbah selama proses 
penambangan bersifat asam dan beracun dengan logam berat yang merusak tanah, 
hidrologi, dan udara di sekitarnya. Untuk melakukan pemulihan lahan, pemerintah Cina 
berhasil menyelenggarakan sesi pertama Konferensi Reklamasi Lahan Internasional dan 
Pemulihan Ekologis atau Land Reclamation and Ecological Recovery Conference (LCER) di 
Beijing pada tahun 2014, diikuti dengan sesi kedua di Xi'an pada tahun 2017. Jelas bahwa 
Cina telah memulai berbagai langkah pemulihan lahan, upaya-upaya pemulihan lahan 
tersebut memberikan perhatian yang lebih besar terhadap peraturan reklamasi lahan dan 
pemulihan ekologi (Chiu et al., 2021). Sejak perumusan Rencana Lima Tahun ke-13, Cina 
telah beralih dari pembangunan pesat ke pembangunan berkualitas tinggi. Secara khusus, 
investasi industri seperti pertambangan telah menurun, sementara kebutuhan 
perlindungan lahan untuk pengembangan sumber daya telah meningkat. Karena aktivitas 
pertambangan batu bara menyebabkan kerusakan lahan yang parah (Li et al., 2019; Li et al., 
2020; Li et al., 2020), kebijakan pemerintah telah meningkatkan kawasan restorasi industri 
pertambangan sebesar lebih dari 80% selama tahun 2016 –2017, dan jumlah lahan yang 
rusak atau ditempati oleh pertambangan semakin berkurang di Cina (Chiu et al., 2021). 

Menurut statistik pada tahun 2016, penambangan batu bara telah merusak lahan 
pertanian seluas sekitar 439.720 hm2 dan lahan padang rumput seluas sekitar 263.000 hm2 
di Cina (B. H. Zhang & Xu, 2012). Perubahan antropogenik dalam struktur vegetasi tanah ini 
sangat mempengaruhi pembangunan berkelanjutan ekosistem, terutama di wilayah padang 
rumput gersang-semiarid dengan lingkungan yang rapuh (Li et al., 2012). Kawasan 
restorasi Perusahaan tambang Datong, Huainan merupakan kawasan perbukitan di antara 
dataran rendah dan kaya akan sumber daya air. Oleh karena itu, area ini berpotensi untuk 
direstorasi menjadi area yang ramah lingkungan, misalnya, sebagai habitat hewan, atau 
tempat rekreasi yang menarik bagi warga setempat. Selain itu, restorasi sangat penting 
untuk perbaikan lingkungan hidup di kota Huainan. Ada 4 tujuan utama dalam program 
restorasi, yaitu kualitas tanah yang tinggi tanpa polutan, sistem air yang ramah lingkungan, 
sistem vegetasi dengan keanekaragaman hayati, ekosistem yang sehat dengan kemampuan 
restorasi alami. Untuk mencapai tujuan akhir, telah dibuat perencanaan remediasi tanah, 
restorasi sistem air, dan revegetasi (Hu et al., 2015). 

Kawasan pertambangan Pingshuo Cina merupakan basis produksi batu bara terbuka 
terbesar pada akhir abad ke-20. Luas wilayah ini adalah 517,48 km2, yang sebagian besar 
mencakup tiga tambang batu bara besar yaitu wilayah pertambangan Antaibao, Anjialing, 
dan East Opencast. Sebagai kawasan tambang batu bara terbuka terbesar di Cina, kawasan 
ini merupakan kawasan yang rentan secara ekologis di Dataran Tinggi Loess, dan 
kemampuan ekosistem untuk melawan kesulitan sangat buruk (Shrestha & Lal, 2010; Zhou 
et al., 2017). Kawasan pertambangan Pingshuo Cina menerapkan banyak kebijakan dan 
tindakan reklamasi dari tahun 1986 hingga 2015, yang meningkatkan cakupan vegetasi 
lokal secara signifikan. Setelah tahun 2011, tutupan vegetasi di kawasan pertambangan 
Pingshuo Cina mengalami peningkatan yang signifikan akibat restorasi dengan revegetasi. 
Pada saat yang sama, periode reklamasi yang panjang juga mendukung restorasi vegetasi. 
Kegiatan reklamasi mempunyai arti langsung dan penting bagi pemulihan lingkungan 
ekologis di wilayah pertambangan. Setelah tahun 2009, wilayah pertambangan Pingshuo 
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akan mereklamasi wilayah yang rusak akibat penambangan dengan laju 200 hm2 per tahun. 
Pada tahun 2011, total lahan yang direklamasi di area pertambangan Pingshuo adalah 2.400 
hm2, yang mencakup lebih dari 50% luas lahan yang rusak. lahan garapan yang direklamasi 
dan 200 hm2 lahan garapan yang akan direklamasi. Pada akhir tahun 2016, Perusahaan 
Pingshuo telah menginvestasikan total 2,095 miliar yuan untuk penghijauan dan reklamasi, 
dan 920 juta yuan untuk penghijauan di area pertambangan dan sekitarnya, dan area 
penghijauan yang telah selesai seluas sekitar 4000 hm2; Area penambangan terbuka telah 
menginvestasikan 665 juta yuan dalam reklamasi, dan luas lahan reklamasi sekitar 2667 
hm2, dimana 1667 hm2 hutan dan padang rumput serta 1000 hm2 lahan budidaya telah 
dipulihkan. Tingkat reklamasi lahan di area pertambangan telah mencapai lebih dari 90%, 
pemulihan ekologi melalui kombinasi pepohonan, semak dan rerumputan, dan tingkat 
tutupan vegetasi di lahan bekas tambang batu bara di Pingshuo Cina mencapai lebih dari 
95% (M. Zhang et al., 2023). Hal ini menunjukan salah satu upaya restorasi lahan bekas 
tambang batu bara yang dilakukan oleh Cina cukup berhasil. 

 
3.3 Analisis 

 
Penambangan batu bara opencast mempunyai serangkaian konsekuensi terhadap 

sumber daya lahan dan memberikan tekanan yang sangat besar terhadap lingkungan 
ekologis. Pengupasan, penggalian, pengangkutan dan pembuangan mempunyai pengaruh 
yang berbeda-beda terhadap sifat fisik, kimia dan biologi tanah. Selain itu, bentang alam 
yang direkonstruksi menghasilkan peningkatan heterogenitas spasial skala kecil pada 
tanah bekas tambang. Saat ini, meningkatnya kekhawatiran terhadap dampak negatif 
pertambangan telah menyoroti pentingnya reklamasi dalam studi tanah tambang. Tinjauan 
ini telah mengkaji mekanisme penambangan batu bara dan reklamasi yang mempengaruhi 
sifat-sifat tanah (fisik, kimia, biologi) dan menjelaskan perkembangan tanah dalam 
reklamasi, dengan penekanan pada sifat-sifat tanah tambang yang direklamasi (RMS) di 
lokasi reklamasi. Proses penambangan yang sangat mekanis banyak digunakan dalam 
penambangan permukaan karena umumnya memberikan pendekatan yang efisien untuk 
mencapai produksi yang tinggi. Namun produksi yang tinggi juga berhubungan dengan 
produksi sampah dalam jumlah besar. Selama penambangan permukaan, bahan galian dari 
kedalaman 0-200 m dikupas dan sifat fisik dan kimianya sangat bervariasi, seperti 
kepadatan tanah, kapasitas menahan air, dan kapasitas menyerap air (Feng et al., 2019). 

Pemulihan tanah tambang adalah topik dunia yang telah menarik perhatian para 
ilmuwan selama beberapa dekade. Proses penambangan batu bara permukaan pasti 
menyebabkan degradasi tanah tambang. Faktor-faktor seperti pemadatan tanah, 
kontaminasi, pelapukan dan bioturbasi mengakibatkan perubahan drastis pada horizon 
tanah, tekstur, sifat hidrolik, dan produktivitas. Tindakan penambangan dan reklamasi yang 
tidak tepat dapat memperburuk kerusakan fungsi tanah tambang. Kompleksitas dan 
kerentanan wilayah pertambangan membuat studi dan praktik reklamasi menjadi sulit; 
oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih komprehensif. Di sebagian besar lokasi 
pertambangan, tujuan pemulihan RMS adalah untuk menghasilkan sistem kehutanan atau 
pertanian. Sistem RMS, sistem alam, dan sistem antropogenik saling terkait. Kombinasi 
sistem pengelolaan yang berbeda ini memberikan banyak manfaat, terutama di wilayah 
pertambangan yang rusak parah. Hasil ekonomi dan perlindungan lingkungan didorong 
dalam praktik reklamasi modern. Selain itu, perhatian lebih harus diberikan pada dampak 
alami dan buatan terhadap proses penambangan dan reklamasi secara menyeluruh. 

Lahan pertambangan batu bara yang mengintegrasikan kawasan lindung lokal seperti 
perlindungan sungai, anak sungai dan danau, konservasi keanekaragaman hayati, dan 
kawasan budidaya dalam satu lanskap dapat diterapkan. Melalui beragam penggunaan 
lahan, lahan bekas tambang dapat dimanfaatkan sebagai kawasan alam utuh yang dapat 
dimanfaatkan untuk ‘agroekowisata’. Berbagai usaha di bidang budidaya, seperti hutan 
tanaman, budidaya tanaman kayu putih, budidaya perikanan, dan peternakan sapi, harus 
dikembangkan dan menghasilkan keuntungan. Potensi keuntungan sebelum pajak hingga 
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penutupan tambang pada tahun 2043 berjumlah USD 91.295.530. Beragamnya bentuk 
budidaya pada lahan bekas tambang batu bara dapat menjadi sumber perekonomian baru 
pada lahan bekas tambang untuk menjaga kondisi sosial dan memberikan keseimbangan 
masyarakat dan lingkungan dalam jangka panjang (Kodir et al., 2017).  

 
 

4. Kesimpulan 
 

Manajemen lingkungan berbasis pembangunan berkelanjutan, manajemen lingkungan 
berbasis barang dan jasa ekosistem, menerapakan nilai ekonomi dari barang dan jasa 
ekosistem untuk pembangunan berkelanjutan di industri pertambangan, menerapakan 
pertambangan berkelanjutan, dan remediasi lahan pasca tambang secara ramah lingkungan 
dengan fitoremediasi adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam 
mengelola sumber daya alam dalam industri pertambangan batu bara dengan 
memperhatikan lingkungan sehingga terwujudkan konsep berkelanjutan. Pemerintah 
dapat belajar dari kasus pengelolaan sumber daya berupa pertambangan batu bara di 
negara lain seperti Inggris dan Cina supaya dapat terhindar dari masalah lingkungan yang 
dapat ditimbulkan dari industri pertambangan batu bara. Dengan belajar dari kasus 
pengelolaan sumber daya alam berupa pertambangan batu bara di negara lain, pemerintah 
dapat melakukan upaya restorasi lahan pascatambang yang lebih terkendali dan 
berkelanjutan. 
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